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ABSTRAK

Pendahuluan: Pengelolaan lahan hutan secara berkelanjutan adalah paradigma baru melalui pendekatan
konservatif. Di sisi lain pengelolaan agroforestry lada dapat dikembangkan pada kawasana hutan yang telah
dikelola, khususnya pada Kabupaten Belitung yang memiliki komoditas lada cukup besar. Metode: Penulisan
ini menggunakan metode studi literatur untuk mendapatkan pemaham terkait peran kebijakan perhutanan
sosial dalam penerapan agroforestry lada di Kabupaten Belitung. Metode studi literatur dilaksanakan dengan
pengumpulan bahan bacaan yang berkaitan dengan tantangan, peluang, dan prospek agroforestry lada.
Temuan: Pemerintah Indonesia berkeinginan agar kebijakan perhutanan sosial dapat mengatasi permasalahan
ataupun konflik lahan, mengurangi laju perubahan tutupan lahan hutan, mengurangi kemiskinan sistemik,
membangun batas, dan mendaftarkan tanah di kawasan hutan sebagai milik masyarakat. Selanjutnya,
pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan pengelolaan hutan dan restorasi di zona penyangga di kawasan
kritis yang dilindungi. Kesimpulan: Dengan ini kebijakan perhutanan sosial diharapkan dapat membantu
mengurangi tekanan dalam mengkonversi hutan menjadi usaha pertanian secara tunggal. Untuk itu, penerapan
agroforestry sangat diperlukan, khususnya dalam menghasilkan manfaat lingkungan global lainnya
sepertihalnya dalam melakukan konservasi keanekaragaman hayati.

KATA KUNCI: agroforestry lada; kabupaten Belitung; kebijakan perhutanan sosial.
ABSTRACT

Introduction: Sustainable forest land management is a new paradigm through a conservative approach. On the
other hand, pepper agroforestry management can be developed in managed forest areas, especially in Belitung
Regency which has a large pepper commodity. Methods: This paper uses the literature study method to gain an
understanding of the role of social forestry policies in the application of pepper agroforestry in Belitung Regency.
The literature study method was carried out by collecting reading materials related to the challenges,
opportunities, and prospects of pepper agroforestry. Findings: The Indonesian government wants the social
forestry policy to solve land conflicts, reduce the rate of forest land cover change, reduce systemic poverty, build
boundaries, and register land in forest areas as community property. Furthermore, the government wishes to
improve forest management and restoration in buffer zones in protected critical areas. Conclusion: The social
forestry policy is expected to help reduce the pressure to convert forests to single farming operations. For this
reason, the application of agroforestry is necessary, especially in generating other global environmental benefits
such as biodiversity conservation.
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1. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi di Kabupaten Belitung tidak terlepas dari pengembangan sektor
berbasis lahan sepertihalnya sektor tambang yang menjadi primadona dan juga sektor
pertanian dengan komoditi unggulannya yaitu lada (Piper nigrum L). Data BPS Kabupaten
Belitung tahun 2021 menunjukkan bahwa komoditi lada di Kabupaten Belitung memiliki
areal pengelolaan terluas yang mencapai 9.924 Hektar jika dibandingkan dengan tanaman
lainnya seperti karet, kelapa, kopi, kako, dan aren. Selaras dengan bertambahnya luasan
areal pengelolaan lada, kenaikan produksi lada tercatat mencapai 12,14 % pada tahun 2020
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, komoditi lada juga menjadi
salah satu sumber penghasil devisa negara karena tingginya volume ekspor lada yang
mencapai 32,8 ribu ton/tahun). Jika dilihat dari tingkat konsumsi lada di Indonesia saat ini
mencapai 70 gram/kapita, sehingga kebutuhan lada penduduk Indonesia yang
diperkirakan sebanyak 220 juta jiwa mencapai 15.400/tahun, atau sekitar 19,6% (Kemala,
2015).

Eksternalitas negatif dari pertumbuhan ekonomi yang kian pesat di Kabupaten
Belitung berdampak pada tekanan terhadap kawasan hutan. Kabupaten Belitung tercatat
mengalami perubahahan tutupan lahan mencapai 13,57 km2 selama kurun waktu 2002
hingga 2013 (Narulita & Marganingrum, 2017). Pengurangan luas kawasan hutan terjadi
karena perubahan tutupan lahan meningkat akibat kegiatan tambang, penebangan liar,
serta perubahan kawasan hutan menjadi bukan hutan sepertihalnya pengembangan sektor
pertanian dan perkebunan. Proses yang tidak berimbang dalam pengakuan hak tanah dan
alokasi pemanfaatan kawasan hutan ternyata telah memicu konflik sosial terhadap
sengketa lahan yang diperkirakan sebesar 60 persen dari semua kasus hukum di Indonesia
(Utama & Irsan, 2014).

Untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan baik dalam mendukung aspek ekonomi,
ekologi, dan sosial, diperlukan sebuah kolaborasi pengelolaan berkelanjutan dalam
pemanfaatan sumber daya alam yang selaras dengan upaya perlindungan sumber daya
alam. Perhutanan sosial hadir setelah adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan
yang semula berawal dari timber extraction dan timber management sehingga berdampak
pada eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan pada ketimpangan sosial, ekonomi,
dan lingkungan (Lacuna-Richman, 2012). Kebijakan perhutanan sosial menjadi jawaban
terhadap konflik tenurial yang mungkin terjadi karena adanya kepemilikian lahan yang
tidak jelas secara hukum sehingga mengancam sumber mata pencaharian masyarakat
sekitar hutan dan mendorong terjadinya degradasi dan deforestasi pada lahan hutan
(Thorburn & Kull, 2015). Kebijakan perhutanan sosial mendukung akan adanya
pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Pengelolaan hutan berkelanjutan muncul sebagai paradigma baru dalam pengelolaan
hutan melalui pendekatan konservatif untuk pembukaan dan pemanfaatan hutan dalam
mendukung pengakuan kepentingan jangka panjang dari hutan terhadap lingkungan dan
hutan kepada masyarakat yang bergantung pada hutan (McDonald & Lane, 2004). Setelah
melewati era kejayaan kayu bulat yang meninggalkan polemik terhadap sumber daya hutan
khususnya degradasi hutan yang terjadi secara besar-besaran, pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius (Hidayat, 2015). Pergeseran
paradigma pengelolaan hutan dari semula berbasis hasil hutan kayu menjadi berbasis
sumber daya non kayu menjadi titik balik arah pembangunan kehutanan yang bersifat
multifungsi (Wiratno, 2015).

Pengelolaan Agroforestry juga dapat dikembangkan didalam kawasan hutan melalui
skema kebijakan Perhutanan Sosial yang melibatkan dan menitikberatkan pengelolaan
kepada masyarakat sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan dapat diberikan akses legal
dalam pengelolaan hutan dan mencegah pengrusakan serta alih fungsi lahan lebih lanjut.
Penerapan kebijakan perhutanan sosial termasuk didalamnya pengelolaan agroforestry
sangat penting untuk masa depan hutan Indonesia. Perhutanan sosial bukanlah kebijakan
baru dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia.

SUDEI]. 2024, VOLUME 1, ISSUE 2 https://doi.org/10.61511/sudeij.v1i2.2024.1238


https://doi.org/

Faadhilah (2024) 102

Tentunya hal ini sejalan dengan sejarah pengembangan Ilmu Ekonomi Ekologis pada
buku Ecological Economics an Introduction, dimana Ilmu Ekonomi Ekologis mempelajari
tentang hubungan antara rumah tangga manusia dengan rumah tangga alam, atau dengan
kata lain interaksi antara sistem ekonomi dan sistem ekologi (Common & Stagi, n.d.).
Disiplin ilmu ini menjelaskan irisan antara satu dengan yang lainnya dan tidak terpisah
sendiri-sendiri. Selain itu, dalam buku ini jugalah, ide keberlanjutan dan pembangunan
berkelanjutan sangat penting dalam ekonomi ekologi. Penulisan policy brief ini bertujuan
untuk melihat bagaimana peran kebijakan perhutanan sosial dalam penerapan agroforestry
lada di Kabupaten Belitung berdasarkan studi literatur untuk mendapatkan pandangan
menghadapi tantangan, peluang, dan prospek dimasa mendatang.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan policy brief ini adalah metode
kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan
pemahaman yang mendalam tentang peran kebijakan perhutanan sosial dalam penerapan
agroforestry lada yang berkelanjutan di Kabupaten Belitung. Studi literatur dilakukan
melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis kritis berbagai sumber sekunder yang
relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan regulasi kebijakan yang terkait
dengan perhutanan sosial dan agroforestry. Dalam tahap awal, penelitian ini
mengidentifikasi isu-isu utama terkait degradasi lahan hutan, perubahan tutupan lahan,
serta dampak ekonomi dan ekologis yang muncul di Kabupaten Belitung akibat aktivitas
ekonomi berbasis lahan seperti pertambangan dan perluasan perkebunan lada. Kemudian,
literatur yang dikaji juga meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun
2016 tentang Perhutanan Sosial, yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan hutan
oleh masyarakat lokal.

Proses kajian literatur ini melibatkan penelusuran berbagai studi yang telah
dilakukan sebelumnya mengenai keberhasilan dan tantangan implementasi perhutanan
sosial di Indonesia, khususnya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan
peningkatan Kkesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, analisis dilakukan
terhadap prospek penerapan agroforestry lada sebagai salah satu solusi untuk mengurangi
tekanan terhadap hutan dan memperbaiki produktivitas pertanian lada. Penelitian ini juga
mengkaji bagaimana skema agroforestry dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus
menjaga keseimbangan ekosistem hutan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, melalui pendekatan ini, policy brief diharapkan mampu memberikan
pandangan yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan penerapan kebijakan
perhutanan sosial, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah dan
pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Analisis masalah

Perubahan tutupan lahan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan masih
menjadi dilema dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar di Kabupaten Belitung.
Kondisi ini tentunya dapat memperparah keruskaan hutan yang ada di Pulau Belitung.
Perubahan tutupan lahan hutan yang berada di Pulau Belitung dapat terlihat dalam Gambar
1. seperti dibawah ini. Perubahan tersebut dapat pula dilihat korelasinya dengan nilai
indeks tutupan lahan yang terlihat dalam Gambar 2. dimana nilai yang semakin meningkat
menunjukkan semakin meningkat pula lahan terbuka yang tentunya berpotensi dalam
peningkatan kerusakan hutan dan gangguan ekologis fungsi hutan sehingga hutan yang
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berfungsi sebagai penyangga tata air, pencegah erosi, banjir, perlindungan
keanekaragaman hayati serta lainnya juga akan terganggu.
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Gambar 1. Perubahan tutupan lahan di Pulau Belitung tahun 2002 dan 2013
(Narulita & Marganingrum, 2017)
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Gambar 2. Indeks tutupan lahan di Pulau Belitung tahun 1994 - 2013
(Narulita & Marganingrum, 2017)

Tidak menutup kemungkinan dengan perubahan alih fungsi lahan hutan, juga dapat
menurunkan produktifitas dari produksi lada yang menjadi komoditi unggulan dalam
sektor pertanian. Produksi lada sangat bergantung pada adanya lahan kelola yang dapat
dimanfaatkan dan jika dalam pengelolaannya berada didalam kawasan hutan, masyarakat
memerlukan akses legal untuk memanfaatkannya.

Permasalahan yang difokuskan dalam pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat
sekitar hutan untuk melakukan budidaya lada dalam mendukung peningkatan
perekonomian dimana Kabupaten Belitung memiliki potensi serta peluang untuk dapat
meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan sektor pertanian dan
perkebunan. Tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung memerlukan sebuah
strategi dan perencanaan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan
pembangunan nasional.

3.2 Analisis kebijakan

Menyadari bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang
berkelanjutan termasuk didalamnya tanah dan lahan, Kementerian Lingkungan dan
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Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor: 83 Tahun 2016 tentang
Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial menjadi salah satu program prioritas nasional dalam
reforma agrarian. Kemudian saat ini dipertegaskan kembali dalam UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 29 A dan 29 B. Untuk pertama kalinya, Perhutanan
Sosial masuk kedalam undang-undang. Dalam mendukung penyelenggaran program
prioritas nasional tersebut, terbitlah PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan dan acuan teknis dan administrasi dalam Perhutanan Sosial diperkuat kembali
melalui PerMenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam
kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat
setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan
kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk
Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan
Kemitraan Kehutanan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat dikelola selama 35
(tiga puluh lima) tahun.

Kemajuan signifikan dalam dukungan regulasi dan birokrasi untuk perhutanan sosial
telah dilakukan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir, Disamping itu, penerbitan
regulasi untuk mendukung perhutanan sosial juga terhitung sangat intensif, setidaknya
sejauh ini terdapat 3 (tiga) peraturan Menteri LHK dan 24 Peraturan Direktur Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan Dirjen
PSKL yang mengatur tentang perhutanan sosial mulai dari pra izin hingga pasca izin
perhutanan sosial. Bahkan, perhutanan sosial juga telah diposisikan sebagai program
strategis nasional, yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, dengan target seluas 12,7
hektar. Perhutanan sosial juga telah ditetapkan menjadi instrumen penting penyelesaian
penggunaan lahan di dalam kawasan, yang diatur oleh Perpres 88/ 2017. Bersama dengan
Reforma Agraria, perhutanan sosial bahkan telah menjadi bagian penting dari program
Pembaruan Agraria yang diatur oleh Perpres 86/2018 dan Permenko 73/ 2017.

Selain itu, terdapat dukungan regulasi dari Kementerian Desa PDTT, yaitu: (a)
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 18 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Desa, serta
(b) Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 73 tahun 2017 tentang Tim Reforma
Agraria. Namun, diperlukan juga dukungan di tingkat daerah untuk memfasilitasi dan
mendukung perhutanan sosial lebih lanjut. Program Perhutanan Sosial di Belitung harus
dimasukkan kedalam RPJMD, sehingga dalam pencapaiannya selaras dengan tujuan daerah.
Mengingat dalam mendukung pengembangan usaha dan budidaya lada di Kabupaten
Belitung, maka sangat diperlukan dukungan multistakeholder dalam pengelolaan kawasan
hutan dan praktik agroforestry lada yang berkelanjutan. Dukungan dan keterlibatan para
pihak akan mampu mendukung dan mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Pengelolaan hutan berkelanjutan yang dimaksud dapat didefinisikan oleh
International Tropical Timber Organization (2021) sebagai sebuah proses pengelolaan
hutan yang ingin dicapai satu atau lebih dari tujuan manajemen yang telah ditentukan
dengan jelas berkaitan dengan produksi yang melalui aliran kontinu untuk menghasilkan
hasil produksi dan jasa lingkungan hutan tanpa mengurangi pengelolaan yang tidak
semestinya, nilai-nilai yang melekat dan produktivitas masa depan, dan tidak memberikan
efek yang tidak semestinya efek terhadap lingkungan fisik dan sosial.

Definisi pengelolaan hutan berkelanjutan tentunya ingin mencapai beberapa tujuan
dianatara sebagai berikut:

a. Memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa lingkungan dari hutan yang terjadi secara
terus menerus dan mampu terpuaskan dalam pemenuhan tersebut.

b. Memastikan adanya upaya konservasi terhadap tanah, hutan, dan air serta pemenuhan
jumlah cadangan karbon hutan.

c. Melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

d. Menjaga ketahanan dan kapasitas pembaruan hutan, termasuk untuk penyimpanan
karbon.

e. Mendukung kebutuhan ketahanan pangan, budaya dan mata pencaharian masyarakat
yang bergantung pada hutan.
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f. Memastikan pembagian tanggung jawab yang adil dalam pengelolaan hutan dan
manfaat yang timbul dari penggunaan hutan.

Pengelolaan berkelanjutan memerlukan pengelolaan lingkungan hidup yang
memberikan kemanfaatan baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu
dilakukan berdasarkan prinsip kehati- hatian terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan
penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan (Purnama Wati, 2018). Untuk
mempertahankan fungsi kawasan hutan baik dalam mendukung segi ekonomi, ekologi, dan
sosial, diperlukan sebuah kolaborasi pengelolaan yang memadukan ketiga aspek tersebut
sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam selaras dengan upaya
perlindungan sumber daya alam (Putraditama et al., 2021).

Melalui pendekatan berkelanjutan atau sustainability, pengelola harus memanfaatakan
sumber daya alam secara berkesinambungan sehingga memungkinkan pemenuhan standar
keberlanjutan. Aliran suatu ekosistem dan kesejahteraan manusia menjadi penting dan
menjadi satu kesatuan dengan hubungan keselarasan antara bumi dan makluk hidup
(Ekins, 2011). Tentunya dukungan dari sektor pertanian, termasuk didalamnya untuk
pengembangan pasca izin juga diperlukan. Dalam peraturan tersebut telah memasukkan
pemanfaatan yang dapat diberikan berupa: a) pemanfaatan kawasan (termasuk
didalamnya penerapan agroforestry); b) pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan
produksi; c¢) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan d) pemanfaatan jasa lingkungan.
Harapannya, masyarakat sekitar hutan tidak lagi berorientasi pada hasil hutan kayu, namun
melainkan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan turunannya yang dapat dikelola dan
dimanfaatkan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Perhutanan sosial memiliki peran dalam pengelolaan dan perlindungan hutan dengan
memprioritaskan pembangunan sosial dan lingkungan melalui pemanfaatan hutan yang
telah terdegradasi akibat adanya perubahan tutupan lahan sepertihalnya dalam kasus ini
ialah untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dengan komoditi
unggulannya lada. Pemerintah Indonesia berkeinginan kebijakan perhutanan sosial ini
tentunya dapat mengatasi permasalahan ataupun konflik lahan, mengurangilaju perubahan
tutupan lahan hutan, mengurangi kemiskinan sistemik dengan memilih, membangun batasi,
dan mendaftarkan tanah di kawasan hutan sebagai milik masyarakat; dan pada saat yang
sama meningkatkan pengelolaan hutan dan restorasi di zona penyangga di kawasan Kkritis
yang dilindungi. Kemudian tentunya, kebijakan ini diharapkan dapat membantu
mengurangi tekanan untuk mengkonversi hutan menjadi usaha pertanian secara tunggal,
artinya penerapan agroforestry sangat diperlukan, serta menghasilkan manfaat lingkungan
global lainnya sepertihalnya dalam melakukan konservasi keanekaragaman hayati.

Selain itu, dalam meningkatkan peran kebijakan perhutanan sosial tentu diperlukan
optimalisai serta perbaikan sistem kelola sepertihalnya pnyederhanaan birokrasi dan
perizinan perhutanan sosial.

b) Melakukan koordinasi antara Kementerian LHK dengan Kementerian/Lembaga
lainnya sepertihalnya dalam penerapan program Agroforestry yang dapat dikolaborasikan
pula dengan strategi kebijkan pemulihan ekonomi nasional yang sedang digadang-
gadangkan saat ini.

c) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, agar dapat mengoptimalkan
peranan pemerintah daerah dalam mendukung program perhutanan sosial dan percepatan
pemberian akses legal;

d) Melakukan penyiapan kapasitas dan kelembagaan lokal, baik ditingkat penyuluh
maupun kelembagaan kelompok;

e) Memberikan pengawalan pasca diperolehnya izin seperti perencanaan,
implementasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan serta juga aspek pasar.
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f) Memerlukan dukungan pemda untuk percepatan penerbitan produk hukum
Peraturan Dearah mengenai wilayah hutan adat, prasyarat pengakuan masyarakat hukum
adat baik sebagai subyek hukum (komunitas) dan juga obyek hukum (wilayah adat).

g) Memerlukan konsolidasi masyarakat sipil untuk menyatukan presepsi, sinergi dan
energi merumuskan platform bersama skema dan juga Reforma Agraria untuk kepentingan
rakyat.

Kontribusi Penulis
Penulis berkontribusi penuh dalam penelitian ini.

Pendanaan
Penelitian ini tidak mendapat sumber dana dari manapun.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis
Tidak berlaku.

Pernyataan Informed Consent
Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data
Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan
Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.
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